
















Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bantul
Tahun 2023



BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun 

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 

2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 dan  mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan 

tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal,

c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan. 

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses 

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya 

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, 



hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya 

dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

1.2 Landasan Hukum 
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020  tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

g. Peraturan Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2023;

h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2023;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 

14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 

12 Tahun 2010);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Daerah Kabupaten 



Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6); 

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; 

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan 
Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 

2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya 

Renja Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023

adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan 

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta 

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap 

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen 

perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum



1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP 

 



BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 

merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian 

terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan 

kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, 

penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk 

memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat 

Daerah Bantul Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan 

dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta 

sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021  tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. 

Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah : 

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

yang disajikan pada tabel berikut:





















Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai 

berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang 

direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel 

berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang 

Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat 

No
Program/Kegiatan /Sub 

Kegiatan yang Tidak 
Memenuhi Target Kinerja 

Faktor Penghambat 

1
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

- Implementasi Perencanaan 
Kinerja belum optimal

- Pemanfaatan informasi 
kinerja belum optimal

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

- Kinerja Kegiatan Tercapai

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

- Adanya mutasi pegawai  
menyebabkan kekosongan 
personil penatausahaan 
keuangan

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang 

direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan 

pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang 

Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kinerja program tidak 
tercapai. Faktor penghambat 
kinerja program disajikan 
pada Tabel 2.2 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah  

Adanya Koordinasi dan 
kerjasama antar bidang serta 
dukungan data dari Bidang

Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Adanya Koordinasi dan 
kerjasama antar bidang serta 
dukungan data dari Bidang 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Adanya Koordinasi dan 
kerjasama antar bidang serta 



No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

dukungan data dari Bidang

Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Adanya Koordinasi dan 
kerjasama antar bidang serta 
dukungan data dari Bidang 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi , Sumber 
Daya Air dan Listrik

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 

Selalu ada evaluasi untuk 
dilakukan  tindak lanjut 



No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

dalam rangka pemeliharaan   
sarana prasarana  di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Perencanaan yang tepat dan 
sesuai kebutuhan 

2 Program Pembinaan 
Perpustakaan 

- Koordinasi yang baik 
antara Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bantul, DPAD 
DIY, dan perpustakaan 
peserta akreditasi 

- Partisipasi yang tinggi dari 
perpustakaan peserta 
akreditasi

- Partisipasi Pustakawan 
dalam memberikan 
pembinaan di Lembaga 
Perpustakaan (peserta 
akreditasi) 

- Adanya relaksasi akreditasi 
perpustakaan

Kegiatan Pengelolaan 
Perpustakaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

- Peran aktif SDM Dispusip 
untuk selalu memberikan 
pembinaan pengelolaan 
perpus sesuai standar 
kepada perpus desa, perpus 
sekolah dan perpus 
komunitas serta dalam 
memberikan pelayanan 
kepada Pemustaka 

- Dilakukan upaya perbaikan 
bahan pustakan dan 



No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
sarpras,   pendukung 
layanan perpustakaan 

Sub Kegiatan Pengembangan 
Perpustakaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

- Peran aktif pengelola 
perpustakaan sekolah, 
desa dan komunitas dalam 
mengelola perpustakaan 
yang sesuai dengan 
standar nasional.

- Peran aktif Pustakawan 
dalam memberikan 
pembinaan kepada 
Perpustakaan Sekolah, 
Desa dan Komunitas

Sub Kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 
Perpustakaan  Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

- Partisipasi dan antusiasme  
Tenaga Perpustakaan dan 
Pustakawan untuk 
mengikuti pelatihan 
pengelolaan perpustakaan

Sub Kegiatan Pengembangan 
Layanan Perpustakaan 
Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

- Pengembangan layanan 
perpustakaan baik 
layanan perpustakaan 
secara langsung maupun 
secara online.

- Adanya bahan Pustaka e-
book 

- Selalu dilakukan 
pemantauan   terhadap 
keluhan dan survey 
kepuasan layanan 
perpustakaan dari 
pengunjung sebagai bahan 
evaluasi untuk perbaikan 
layanan

Sub Kegiatan Pengelolaan 
dan Pengembangan Bahan 
Pustaka

- Adanya hibah buku dari 
Perpusnas dan 
masyarakat 

- Adanya restorasi buku 
rusak  

Kegiatan Pembudayaan 
Gemar Membaca Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

- Partisipasi aktif 
masyarakat untuk 
memberikan dukungan 
terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan oleh 
Dispusip

- Pemilihan kegiatan 
pendukung pembudayaan 



No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
gemar membaca yang 
sesuai kebutuhan 
masyarakat  

Sub Kegiatan Sosialisasi 
Budaya Baca dan Literasi 
pada Satuan Pendidikan 
Dasar, dan Pendidikan 
Khusus serta Masyarakat

- Partisipasi masyarakat 
untuk mengikuti bedah 
buku 

Sub Kegiatan Pembangunan 
dan Pemeliharaan Sarana 
Perpustkaan di Tempat-
Tempat Umum yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

- Perencanaan pengadaan 
yang tepat, pelaksanaan 
pengadaan yang tepat 
waktu dan koordinasi yang 
intensif. 

3 Program Pengelolaan Arsip - Koordinasi secara rutin 
dengan Arsiparis maupun 
Petugas Kearsipan di 
Perangkat Daerah dalam 
rangka perbaikan 
pengelolaan arsip

Kegiatan Pengelolaan Arsip 
Dinamis Daerah Kabupaten 
/Kota

- Kerja sama yang baik  
dengan Perangkat Daerah 
dalam rangka penyediaan 
arsip yang akan di nilai 
untuk selanjutnya 
dilakukan penyusutan arsip

Sub Kegiatan Pemeliharaan 
dan Penyusutan Arsip 
Dinamis

- Kerja sama yang baik  
dengan Perangkat Daerah 
dalam rangka penyediaan 
arsip yang akan di nilai 
untuk selanjutnya 
dilakukan penyusutan 
arsip 

Kegiatan Pengelolaan Arsip 
Statis Daerah 
Kabupaten/Kota 

- Kerjasama dan partisipasi 
dari pencipta/pemilik arsip 
untuk menyediakan 
informasi  dan arsip yang 
akan diakuisisi

Sub Kegiatan Akuisisi, 
Pengolahan, Preservasi, dan 
Akses Arsip Statis 

- Kerjasama dan partisipasi 
dari pencipta/pemilik arsip 
untuk menyediakan 
informasi  dan arsip yang 
akan diakuisisi

Kegiatan Pengelolaan Simpul 
Jaringan Informasi Kearsipan 
Nasional Tingkat 

- Adanya komitmen dari 
Perangkat Daerah dalam 
pengelolaan arsip yang 



No 
Program/Kegiatan yang 

Memenuhi Target Kinerja
Faktor Pendukung

Keberhasilan
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan.

- Komitmen Arsiparis dalam 
melakukan pembinan 
kearsipan

Pemberdayaan Kapasitas Unit 
Kearsipan dan Lembaga 
Kearsipan Daerah 
Kabupaten/Kota

- Adanya komitmen dari 
Perangkat Daerah dalam 
pengelolaan arsip yang 
sesuai dengan peraturan.

- Komitmen Arsiparis dalam 
melakukan pembinan 
kearsipan 

4 Program Perlindungan dan 
Penyelamatan Arsip 

- Kerjasama dan partisipasi 
dari OPD untuk penyediaan 
dokumen arsip yang akan 
di data dalam proses 
pemusnahan

Kegiatan Pemusnahan Arsip 
Dilingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang 
Memiliki Retensi di Bawah 10 
(sepuluh) Tahun 

- Kerjasama dan partisipasi 
dari OPD untuk penyediaan 
dokumen arsip yang akan 
di data dalam proses 
pemusnahan 

Sub Kegiatan Penilaian, 
Penetapan dan Pelaksanaan 
Pemusnahan Arsip yang 
Memiliki Retensi di Bawah 10 
(sepuluh) Tahun

- Kerjasama dan partisipasi 
dari OPD untuk penyediaan 
dokumen arsip yang akan 
di data dalam proses 
pemusnahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan 

pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan 

penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja 

program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan mengacu pada target kinerja yang sudah ditetapkan 

dalam RPJMD dan RKPD.

2. Perencanaan program dan kegiatan mengacu standar yang

dikeluarkan kementrian teknis, sehingga ada konsistensi antar 

perencanaan tingkat OPD dengan dengan perencanaan kabupaten, 

provinsi, dan pemerintah pusat.

3. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menjadi acuan 

pelaksanaan kegiatan.

4. Penyusunan anggaran kas disesuaikan dengan rencana 

pelaksanaan kegiatan.

5. Evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap capaian kinerja.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian 

terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator 

kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis 

kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah 

ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah 

Tahun 2021 merupakan Perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Praturan daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 

merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU 

Perangkat Daerah : 

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut : 





Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi 

target adalah:

a. Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke 

Perpustakaan. Pada IKU ini mengalami penurunan sebesar 

18,552 %. 

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Adanya bencana non alam pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan penutupan sementara layanan perpustakaan 

dan pembukaan kembali layanan perpustakaan secara 

bertahap dan dengan pembatasan jumlah pengunjung.

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, 

tempat belajar dan berlatih ketrampilan hidup. 

c. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai 

standar nasional. 

d. Fasilitas layanan Perpustakaan Daerah (baik layanan 

langsung di kantor dan layanan keliling serta layanan secara 

online) belum optimal dan terpelihara dengan baik

2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat memenuhi 

target adalah: 

a. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai 

standar.  

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh 

beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya partisipasi dan komitmen Perangkat Daerah dalam 

pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  dalam 

melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip 

di Perangkat Daerah. 

c. Adanya penambahan  jumlah calon Arsiparis yang 

ditempatkan di Perangkat Daerah.  

 



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Urusan 

Kearsipan Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut 

ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021 

Kekuatan Kelemahan
Keragaman jenis layanan 
perpustakaan dan kearsipan baik 
layanan langsung maupun layanan 
online (berbasis TIK) 

- Sarpras Perpustakaan Daerah 
masih terbatas dan belum 
terpelihara dengan baik. 

- Koleksi bahan pustaka (buku cetak 
maupun e-book) yang terbatas 

- Belum semua arsip konvensional 
di alih media

- Khasanah arsip statis yang 
terbatas 

- Sarpras depo arsip belum sesuai 
standar 

- Aplikasi layanan perpustakaan
masih memerlukan pemeliharaan 
dan perbaikan 

- Jaringan informasi  kearsipan  
belum berfungsi optimal 

Tersedianya SDM Perpustakaan dan 
Kearsipan 

- Jumlah Pustakawan dan Arsiparis 
terbatas  

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga 

menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6 

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021 

Peluang Tantangan/Ancaman 
Adanya Perpustakaan Sekolah, 
Perpustakaan Desa, Perpustakaan 
Komunitas (Pojok Baca, Taman 
Bacaan Masyarakat /TBM) sebagai   
sarana mendekatkan perpustakaan 
kepada masyarakat sehingga    dapat 
meningkatkan minat budaya 
baca/literasi  masyarakat 

- Belum semua perpustakaan sekolah, 
perpustakaan desa dan 
perpustakaan komunitas dikelola 
dan memberikan pelayanan yang 
sesuai standar nasional 

- SDM Pengelola Perpustakaan 
Sekolah, Perpustakaan Desa dan 
Perpustakaan Komunitas masih 
terbatas baik secara kuantitas 
maupun kualitas 



Peluang Tantangan/Ancaman
- Masih rendahnya minat kunjung 

masyarakat ke perpustakaan
Ketersediaan arsip di seluruh OPD  
Kabupaten Bantul sebagai bukti 
autentik kinerja pemerintah daerah
  

- Masih kurangnya komitmen  PD 
Kabupaten Bantul dalam pengelolaan 
arsip yang sesuai standar dan 
peraturan perundang-undangan 

- Terbatasnya sarana kearsipan di 
seluruh PD Kabupaten Bantul 

- Belum semua Perangkat Daerah 
memiliki Arsiparis. 

Kemajuan teknologi informasi dalam 
mendukung pengelolaan 
perpustakaan dan pengelolaan arsip 

- Masih sedikitnya minat masyarakat 
untuk mengakses secara online 
layanan perpustakaan dan kearsipan

 

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan 

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 

yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan desa, sekolah dan 

komunitas. 

2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di 

PD.

3. Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan, pelayanan 

perpustakaan dan kearsipan. 

4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SDM Perpustakaan dan Kearsipan 

yang ada. 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 

dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten 

Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut: 



























2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 

2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan 

masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 

dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah 

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan 

kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan

Tahun 2022. 

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan 

masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan 

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul 

 
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi

Indikator 
Kinerja 

Besaran/ 
Volume

Catatan

1 Program Pembinaan 
Perpustakaan/Kegiatan 
Pembudayaan Gemar 
Membaca Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota/Sub 
Kegiatan Sosialisasi 
Budaya Baca dan 
Literasi pada Satuan 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Khusus 
serta Masyarakat 

Bendo, 
Trimurti, 
Srandakan 

Jumlah lokus 
Pembudayaan 
Kegemaran 
Membaca dan 
Literasi pada 
Satuan 
Pendidikan 
(sesuai 
Kemendagri 
50-5889) 
Aktivitas : 
Bedah Buku di 
Bendo, 
Trimurti, 
Srandakan 

1 paket PIK 

2 Program Pembinaan 
Perpustakaan/Kegiatan 

Sompok, 
Sriharjo, 

Jumlah lokus 
Pembudayaan 

1 paket  Pokir 



No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Lokasi

Indikator 
Kinerja

Besaran/ 
Volume

Catatan

Pembudayaan Gemar 
Membaca Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota/Sub 
Kegiatan Sosialisasi 
Budaya Baca dan 
Literasi pada Satuan 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Khusus 
serta Masyarakat 

Imogiri Kegemaran 
Membaca dan 
Literasi pada 
Satuan 
Pendidikan 
(sesuai 
Kemendagri 
50-5889) 
Aktivitas : 
Bedah buku di 
Sompok, 
Sriharjo, 
Imogiri

3 Program Pembinaan 
Perpustakaan/Kegiatan 
Pembudayaan Gemar 
Membaca Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota/Sub 
Kegiatan Sosialisasi 
Budaya Baca dan 
Literasi pada Satuan 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Khusus 
serta Masyarakat 

Prangwedanan, 
Potorono, 
Banguntapan 

Jumlah lokus 
Pembudayaan 
Kegemaran 
Membaca dan 
Literasi pada 
Satuan 
Pendidikan 
(sesuai 
Kemendagri 
50-5889)
Aktivitas : 
Bedah buku di 
Prangwedanan, 
Potorono, 
Banguntapan 

1 paket Pokir 



 BAB III.  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan 

Peningkatan Produktivitas untuk 

Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-

2024, yaitu: 

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas 

dan berkeadilan 

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan 

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya 

saing 

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar 

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana, dan perubahan iklim 

PN 7:Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan 

publik 

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta 

dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten , melalui : 

a. Pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah yang sesuai 

standar 

b. Pengelolaan arsip statis untuk menuju ketersediaan arsip sebagai 

bahan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. 



c. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 

Tingkat Kabupaten dalam pengelolaan arsip. 

2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip, melalui  :

a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai 

NSPK.

b. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang sesuai 

NSPK. 

3. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan, melalui :

a. Pengelolaan Lembaga Perpustakaan sesuai standar nasional  

b. Membudayakan gemar membaca di masyarakat 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 
Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 

2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 

tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 

adalah 

 

sebagai berikut: 

1. Pengurangan Kemiskinan; 

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) 

dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA); 

3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan; 

4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT; 

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi 

Kewilayahan; 

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. 

 

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan 

sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026, 



maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran

Target 
Tahun 
2023

1 Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang berkinerja 
tinggi dan 
akuntabel

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
kearsipan sesuai 
standar 

Cakupan 
OPD yang 
mempunyai 
tata kelola 
kearsipan 
dengan baik

79 persen

2 Terwujudnya 
pemerataan dan 
daya saing 
pendidikan 

Meningkatnya jumlah 
kunjungan 
Pemustaka 

Persentase 
Pemustaka 
yang 
berkunjung 
ke 
perpustakaan  

33,5 persen

   Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Perpustakaan 

85,5 



BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan 

rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu 

indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut: 





















BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten 

Bantul dan berpedoman pada Peraturan  Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat 

Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil 

rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi 

terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan 

dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang 

digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat 

dilakukan penyesuaian. 

 

 

 

KEPALA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL

      

 

 

          

      


